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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 7 TAHUN 2019
DI DISDUKCAPIL BANDAR LAMPUNG

Oleh
LUTHFI ALHAZMI MUNANDAR

Identitas kependudukan adalah identitas untuk memudahkan masyarakat dalam
bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain, yang merupakan properti fundamental
yang harus dimiliki oleh seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis pelaksanaan Pedoman permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan administrasi Kependudukan Secara Online di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, serta menjelaskan
permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.Data primer diperoleh melalui
wawancara dan observasi kepada pengguna pelayanan administrasi kependudukan
secara daring baik dari Website, dan aplikasi, data sekunder diperoleh melalui studi
pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian
ini diambil kesimpulan mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh Disdukcapil
Kota Bandar Lampung, diterapkan dengan membuat aplikasi permen manis yaitu
aplikasi adminduk yang bisa digunakan masyarakat dalam proses input berkas data
adminduk secara online, dan juga pelayanan online melalui Website yang sesuai
dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan Online. Masalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 diidentifikasi
oleh penulis dengan menggunakan 4 faktor dalam merumuskan implementasi
kebijakan publik menurut Edward Ill yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi
dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Administrasi
kependudukan.



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PERMENDAGRI NO 7 OF 2019
INDISDUKCAPIL BANDAR LAMPUNG

By

LUTHFI ALHAZMI MUNANDAR

Population identity is a basic thing that a person must have, in order to make it
easier for people to socialize and interact with each other. The purpose of this
study is to analyze the implementation of the Minister of Home Affairs
Regulation Number 7 of 2019 concerning online population administration
services by the Population and Civil Registration Office of Bandar Lampung City,
and analyze the problems that occur in its implementation. Primary data is
obtained through interviews and observations to users of online population
administration services both from the Website, and applications, secondary data is
obtained through literature study and document study. From the results of the
research and discussion in this study, it is concluded that the implementation
carried out by the Disdukcapil of Bandar Lampung City is implemented by
making a sweet candy application, namely the adminduk application that can be
used by the community in the process of inputting adminduk data files online, and
also online services through the Website in accordance with Permendagri Number
7 of 2019 concerning Online Population Administration Services. The problem of
Permendagri Number 7 of 2019 is identified by the author using 4 factors in
formulating public policy implementation according to Edward Ill, namely
communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Keywords: Policy Implementation, Public Service, Population Administration
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DAFTAR SINGKATAN

KTP-EI =Kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian
baik dari segi fisik maupun penggunanya berfungsi secara komputerisasi.

SIAK = Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu
kesatuan.

TTE = Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan

sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

KIA= Kartu yang diterbitkan pemerintah untuk melakukan pendataan,
memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak — anak

yang ada di Indonesia.

KK= Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan,hubungan,

dan jumlah anggota keluarga.

SKPWNI = Dokumen kependudukan yang menerangkan pindahnya
penduduk ke daerah domisili yang baru selama lebih dari satu tahunatau

kurang dari satu tahun.

UPTD = Unit pelaksana teknis daerah mempunyai tugas pelaksana sebagian
kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas

Pekerja Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.
Disdukcapil Kota Bandar Lampung memiliki tugas vyaitu pencatatan,
penerbitan, penyimpanan serta pemeliharaan data kependudukan, hal ini
berarti untuk pengelolaan urusan tata usaha dengan baik, sehingga dapat
dilaksanakan langkah-langkah perbaikan pada saat yang tepat guna
terpeliharanya arsip-arsip/dokumen penduduk dengan baik, karena itu
seharusnya dalam melaksanakan kegiatan haruslah berorientasi kepada tugas
pokok dan fungsi, perbaikan mental dan moral bangsa terutama aparatur
bukan membuat Kkesulitan yang dapat berakibat buruk jalannya administrasi
bidang kependudukan.

Disdukcapil Bandar Lampung terakhir ini banyak dijumpai masalah terkait
proses pelayanan penerbitan KTP Elektronik (KTP-EI) di seluruh daerah yang
ada di Indonesia. Sebagian besar khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) di Provinsi Lampung mengalami permasalahan pada pelayanan
penerbitan (KTP-El). Permasalahan disebabkan karena terhambatnya
pemberian kartu elektronik akibat pengadaan blangko vyang terbatas
jumlahnya sehingga banyak dari anggota masyarakat yang hanya memiliki
KTP sementara maupun KTP yang lama atau belum diperbaharui padahal
masa berlaku sudah habis. Pemeliharaan sistem penunggalan data dan
pengadaan lisensi juga menjadi kendala dalam pembuatan (KTP-EI) karena
berbagai ”moneypolitic” yang menghambat sistem teknologi untuk

mempercepat cetak KTP-El bagi masyarakat diseluruh daerah.



Masalah terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat tersebut seperti
ketersediannya jumlah tempat duduk yang belum mencukupi semua anggota
masyarakat pengguna layanan, jumlah pegawai front office yang sedikit
membuat waktu pelayanan hanya untuk mengambil dokumen yang sudah jadi
harus menunggu antrian yang lama, padahal untuk mengambil dokumen yang
dibutuhkan tidak seharusnya menunggu antrian yang terlalu lama namun
cukup menunjukkan tanda bukti saja seperti pelayanan yang diberikan
perusahaan ini bukan pelayanan swasta. Tanggapan masyarakat pengguna
jasa tentang proses pelayanan yang dilakukan pegawai dalam melayani

masyarakat.

Langkah selanjutnya untuk mengantisipasi hambatan — hambatan yang sering
terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan maka diterapkannya
sistem pelayanan secara daring. Pelayanan administrasi kependudukan secara
daring ini dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri. Peraturan Menteri
Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan
secara daring. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring ini ditandatangani
Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Januari 2019 dan
diundangkan agar semua orang dapat mengetahuinya dalam Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152 oleh Dirjen Peraturan
Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo

Ekatjahjana pada tanggal 19 Februari 2019 di Jakarta.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan secara Daring dilatarbelakangi dengan pertimbangan untuk
membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu

mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru.



Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat
penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Tata naskah
dinas elektronik adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan
kemudahan dalam proses pengambilan putusan.Tanda Tangan Elektronik
(TTE) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penyelenggara TTE adalah
badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi
pembuatan TTE. Data pembuatan TTE adalah kode pribadi, kode biometrik,
kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda
tangan manual menjadi TTE, termasuk kode lain yang dihasilkan dari
perkembangan teknologi informasi.

Disdukcapil Kota Bandar Lampung, sudah menerapkan sistem pelayanan
secara daring setelah permendagri No 7 Tahun 2019 tersebut ditetapkan. Dan
dalam sistemnya terciptanya tanda tangan elektronik berupa dengan barcode,
dan juga mempermudah dokumen lain seperti surat pindah, akte kelahiran, surat
kematian dan lainnya terkecuali KTP dan KIA. Dan dalam pengembangan
sistem web seperti pengaduan maupun pelayanannya secara online adapun
kendala dan hambatannya yaitu jaringan internet dan sumber daya itu sendiri.
Untuk partisipasi masyarakatnya yaitu meningkat dalam sehari berkisar 20
berkas dan pengaduan 10 dari semua kanal.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui peraturan dalam negeri sebelum

pandemi Covid-19 sudah menerapkan sistem pelayanan secara daring,



dikarenakan sangat membantu mempermudah dan mempercepat pelayanan
Administrasi kependudukan kepada masyarakat. Adapun kebijakan pimpinan
DISDUKCAPIL Kota Bandar lampung itu sendiri dan masalah berkas
pemberitahuan secara online. Inovasinya keluar dikala pandemi covid-19
yaitu agar menguarangi pelayanan masyarakat secara ofline dan dikarenakan
wajib 3M vyaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan
menghindari kerumunan. Adapun partisipasi masyarakat setalah berjalannya
sistem pelayan secara online sangat praktis dan dikarenakan juga di era
digitalisasi jadi sangat membantu dalam registrasi yang sebelumnya manual
dan dalam pembuatan (KTP-El) dibatasi sekarang tidak. Pelayanan
DISDUKCAPIL Kota Bandar setelah menetapkan pelayanan secara daring
hingga sekarang berkisar 14.580 perekaman.

Tahun 2019 Disdukcapil Bandar Lampung sudah menerapkan pelayanan
administrasi kependudukan secara online pada awal bulan Januari 2019,
tetapi belum melakukan pelayanan perekaman bagi KTP dan juga KIA, dan
mulai perekaman pada awal bulan januari tahun 2020 sampai dengan
sekarang ini. Perkembangan zaman yang terjadi dari tahun ke tahun
membawa dampak positif khususnya yang terjadi pada perkembangan
teknologi  dibidang informasi.  Perkembangan teknologi informasi
menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja
konvensional ke era digital. Pada instansi pemerintah, perubahan ini ditandai
dengan ditinggalkannya pemerintah tradisional (tradisional government) yang

identik dengan paper based administration menuju e-government.

Administrasi  kependudukan secara Daring yang selanjutnya disebut
Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen
dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk,
Pencatatan sipil, Pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Pelayanan administrasi kependudukan daring (Adminduk Daring) adalah
proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriminan data/berkas
persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan

memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.



Adminduk daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lain. Pelayanan administrasi kependudukan daring yang selanjutnya disebut
Pelayanan adminduk daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan
yang pengiriminan data/berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik
yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan
informasi. Pengelolaan data secara online maka kelemahan- kelemahan
pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. penerapan pelayanan
administrasi  kependudukan secara daring dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sosialisasi.

Pelayanan administrasi kependudukan secara daring diharapkan mampu
memberikan Nomor Induk Penduduk (NIK) yang telah terdaftar di
Departemen Dalam Negeri untuk membantu pemerintah pusat dan daerah
yang berguna untuk melihat permasalahan penduduk yang terjadi serta
meningkatkan kualitas pelayanan penduduk dan pencatatan sipil dalam
pembuatan kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang mana dilengkapi
chip elektronik yang dapat menyimpan data sidik jari, tanda tangan, dan foto
diri pemilik biodata sehingga mengandung tingkat akurasi lebih tinggi
sebagai data biometrik. Dokumen pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil kota bandar lampung meliputi Kartu Keluarga (KK), (KTP-
El) dan Kartu Identitas Anak (KIA), surat keterangan pindah bagi warga yang
akan keluar daerah Bandar Lampung, Surat Keterangan Pindah Datang
Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Surat keterangan pindah ke luar negeri,
surat keterangan datang dari luar negeri, Surat keterangan tempat tinggal,
surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan

pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat



keterangan kematian, surat keterangan pengangkatan anak, surat keterangan
pelepasan kewarganegaraan, surat keterangan pengganti identitas, surat
keterangan pencatatan sipil, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan,
akta perceraian, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, data
kependudukan.

Pada perkembangannya pelayanan sistem administrasi kependudukan secara
daring yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil di Kota Bandar Lampung ditemukan berbagai
kendala dalam pelaksanaanya, seperti masih adanya masyarakat yang belum
mengerti cara mengakses formulir elektronik dari web atau mobile, disamping
itu kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung
sistem tersebut kurang memadai serta bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat yang masih kurang
maksimal dapat menghambat proses implementasi. Untuk mencapai tingkat
yang lebih baik dalam operasional dan kepuasan,sistem pelayanan daring
tersebut harus berkontribusi terhadap efektivitas melalui suatu pengelolaan
dengan cara meningkatkan keselarasan dengan tujuan lembaga pemerintahan
dan dengan kebutuhan pelanggan. Pengukuran efektivitas ini sangat penting
dilakukan untuk melihat capaian tujuan dan manfaat organisasi.
Penelitian terdahulu sebagai yang diteliti oleh Hendral Veno & Efa Laela
Fakhriah menyatakan bahwa hasil penelitian ini menyatakan bahwa Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi
dan transaksi Elekronik sejauh ini  belum efektif dan tidak mengakomodir
sepenuhnya kasus-kasus berita bohong (hoax), masih diperlukan undang-
undang lainnya dalam penanganan Dberita bohong(hoax) (Veno &
Fakhriah,2019).

Aspek pelayanan publik maupun aspek lainnya, kemajuan teknologi yang ada
secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas suatu organisasi
karena produktivitas merupakan hal utama dalam mengukur efektivitas dalam
rangka memanfaatkan seluruh masukan atau input dalam menghasilkan
output(Rishna,2019).



Tabel 1. Data Jumlah Kecamatan dan Jumlah Penduduk di Bandar
Lampung 31 Desember 2020

NAMA-NAMA KECAMATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

NO KECAMATAN Jumlah Penduduk
L Kedaton 60.566
2 Sukarame 68,672
3 Tanjungkarang Barat 67.147
4 Panjang 84.212
> Tanjungkarang Timur 44.878
6 Tanjungkarang Pusat 58.758
! Telukbetung Selatan 44.861
8 Telukbetung Barat 38.491
o Telukbetung Utara 58,393
10 Rajabasa 58,232
1 Tanjung Senang 62.902
12 Sukabumi 73,748
13 Kemiling 85.844
14 Labuhan Ratu 52.994
15 Way Halim 76,171
16 Langkapura 41.407
17 Enggal 31.415
18 Kedamaian 57.580
19 Telukbetung Timur 53.174
20 63,306

Bumi Waras

Sumber : ( Website disdukcapil.bandarlampungkota.go.id )2021




Berdasarkan data diatas jumlah penduduk Bandar lampung yaitu sebanyak
1.189.297 Jiwa, terdiri dari 20 kecamatan dan dengan 12 kelurahan. Maka
dari itu untuk mengurangi populasi yang sangat pesat dalam segi pelayanan
administrasi kependukan dilakukanya sistem pelayanan berbasis daring,

selain itu untuk mepermudah pelayanan secara manual.

Gambar 1. Data Perekaman Online di Disdukcapil Bandar Lampung
tahun 2020 - 2021
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Sumber : diolah Peneliti pada bulan Maret 2021

Berdasarkan data diatas dari bulan Januari sampai dengan bulan bulan maret
penduduk Bandar Lampung yang melakukan perekaman berjumlah 150
penduduk, dan dari awal bulan April sampai dengan bulan Oktober
meningkat sampai dengan 200 penduduk, dan ketika awal bulan November
sampai akhir 2020 dan dengan sampai saaat ini 2021 data pemohon
pendudukdalam melakukan peayanan administrasi kependudukan berjumlah
150 penduduk. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah
dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul  “Implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 di
DISDUKCAPIL Bandar Lampung”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1 Bagaimana pelaksanaan permendagri No 7 tahun 2019 tentang

administrasi  kependudukan secara daring di Disdukcapil Bandar
Lampung?

Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan permendagri No. 7
tahun 2019 tentang administrasi kependudukan secara daring di
Disdukcapil Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui letak permasalahan dalam pelaksanaan permendagri
No 7 tahun 2019 tentang administrasi kependudukan secara daring di

Disdukcapil Bandar Lampung.

Untuk mengetahui cara pelaksanaan permendagri No 7 tahun 2019
tentang administrasi kependudukan secara daring di Disdukcapil Bandar

Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan
dan informasi khususnya bagi penulis, serta segala pihak pada umumnya,
yang tentunya berkaitan dengan pentingnya implementasi permendagri
No 7 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan secara daring di
DISDUKCAPIL Bandar Lampung.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah: Sebagai bahan dan masukan untuk Pemerintah
Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan Pelayanan
administrasi kependudukan secara efektif dan efsien.

b. Bagi Peneliti: Sebagai acuan dasar untuk mengembangkan keilmuan
ditengah tengah masyarakat serta membentuk sumber daya manusia

yang lebih berkualitas.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah “upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan
selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di
samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan

penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian” (Sugiyono,2016).

Penelitian oleh Verent Nadya dkk (2020) yang berjudul Efektivitas
Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam
Rangka Mewujudkan Good Governance). Hasil penelitian ini berdasarkan
faktor-faktor yang mempengaruhi hukum menurut soerjono soekanto,
penerapan permendagri No 7 Tahun 2019 belum efektif dilihat dari data
pemohon pelayanan yang semenjak 2017 hingga 2019 kurang diminati
masyarakat, sedangkan pada tahun 2020 saat memasuki pandemi covid 19
layanan daring menjadi banyak diminati karena adanya paksaan kebijakan
sosial yang mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan permohonan

dokumen kependudukan secara daring.

Perbedaan pada penelitian terletak pada lokus dan fokusnya pada penelitian
ini menjelaskan tentang efektivitas layanan daring dalam administrasi
kependudukan di kota Magelang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di
Kota Bandar Lampung dan menjelaskan tentang Implementasi layanan daring
dalam administrasi kependudukan. Dan pada metode yang digunakan oleh
Verent Nadya Chrismonita dkk adalah pendekatan yuridis empiris yang
dimana dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum

sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.
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Sedangkan peneliti menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian Wulan Krismiati Ningsih (2020) yang berjudul Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam rangka
efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di
kabupaten Asahan. Hasil Penelitian ini tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
dalam efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara
daring dapat dikategorikan baik dan mampu meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat meskipun masih memiliki hambatan-hambatan di
beberapa hal. manfaat dari efisiensi pelaksaan pelayanan administrasi
kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan ialah mempermudah dan
mempersingkat waktu dalam mengurus dokumen di dinas kependudukan dan
pencatatan sipil Kabupaten Asahan. Sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai karena di dukung dengan pelatihan khusus yang dilaksanakan
pihak dinas agar kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik.
Evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap efisiensi pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah dilakukan dengan
upaya yang baik oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten

Asahan sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur hal ini.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian
ini menggunakan capaian indikator implementasi melalui undang undang
permendagri no 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan
secara daring. Efisiensi pelaksanaan Pelayanan administrasi kependudukan
secara daring di Kabupaten Asahan. Sedangkan peneliti menggunakan teori
George C. Edward Edward Ill untuk melihat indikator penilaian
Implementasi. Implementasi  pelaksanaan  pelayanan  administrasi

kependudukan secara daring di Kota Bandar Lampung.

Penelitian Nafahatus Sahariyah (2020) dengan judul Pelayanan Publik Berbasis
Daring (Implementasi sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang).
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Hasil ~ penelitian menunjukan bahwa implementasi Sistem Informasi

Kependudukan (SIAK) sebagai pengganti Sistem Informasi Administarasi
Kependudukan (SIMDUK) diterapkan guna menertibkan dokumen
kependudukan agar lebih optimal, dan efisien dan juga efektif dalam
penerapannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat

Jombang.

Perbedaan penelitian ini terletak pada pengambilan subjek penelitian melalui
Snowball sampling.  Implementasi ~ Sistem Informasi ~ Administrasi
Kependudukan (SIAK) berbasis daring di Kabupaten Jombang. Sedangkan
Peneliti menggunakan Subjek penelitian wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Implementasi  pelaksanaan  pelayanan  administrasi

kependudukan secara daring di Kota Bandar Lampung.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik
Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk
mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu,
yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu,
yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan
bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R.
Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan
publlik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to
do)”.Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014:
8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena
spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisiannya akan menghadapi
banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah Chadler dan Plano
dalam Keban (2014:56) kebijakan publik merupakan suatu bentuk
intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-
orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup

dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.



15

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah
serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana
terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-
kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan
tersebutdiusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai

tujuan yang dimaksud.

Menurut Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok
aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang
diperhatikan. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem
adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung
dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan.
Menurut Dunn (1994) sistem kebijakan (policy system) mencakup
hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku
kebijakan dan lingkungan kebijakan. Segitiga sistem kebijakan
menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh kebijakan publik. Dan juga tidak luput dari pengaruh
lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebutdikenal sebagai sistem
kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam
penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis,
sosio politik maupun interaksi antara  unsur kebijakan. Menurut

William Dunn dalam Ayuningtyas (2014:16) sebagai berikut :

a) Isi kebijakan (policy content)
Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan
publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-
apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah
kebijakan merespons berbagai masalah publik (public issues) yang

mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan,
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keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-
lain.

Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholder)
Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah
individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah
kebijakan yang dapatmemengaruhi atau dipengaruhi oleh
keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa
terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki
lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan
lainnya.

Lingkungan kebijakan (policy environment)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah
kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor

kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

2.3 Proses Kebijakan Publik

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan

yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian

masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Berikut

penjelasan proses pengembangan kebijakan publik yang dikemukakan dalam
Ayuningtyas (2014: 30) adalah sebagai berikut:

a.

Pembuatan Agenda
Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan

birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi,
adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk
mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan.
Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut
pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan
dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan
agenda baru kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati

urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan.
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Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapan-tahapan
diantaranya yaitu pengaturan proses pengembangan kebijakan,
penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan
prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan-pilihan,
penilaian pilihan-pilihan, “perputaran” untuk penelaahan sejawat dan
revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan
formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun.

Pengadopsian Kebijakan

Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan
yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi
alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau
produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian
kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan
informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi
dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan

diimplementasikan.

Pengimplementasian Kebijakan

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Definisi implementasi menurut Dunn (2003) adalah
pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu
tertentu. Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan:
mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan
turunannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan

keberhasilan sebuah kebijakan.

Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan

dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun
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telah selesai diimplementasikan.Tujuannya adalah untuk melihat apakah
kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana
keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak
berkepentingan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan proses implementasi dalam suatu
proses kebijakan publik untuk membantu peneliti dalam merumuskan suatu

permasalahan.

2.4 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.4.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan dalam proses
kegiatan admistratif yang disetujui setelah kebijakan dibuat untuk
mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Menurut
Winarno (2007:147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik
sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusankeputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam
kurun waktu tertentu maupun dalam rangka menlanjutkan usaha-usaha
untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh
keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses
kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan.
Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi
kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang
menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak
atau makro yang menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau makro.
Tangklisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan
pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-

kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang
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legislatif, pengelaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan
pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari
kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek
kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino 2017: 126)
mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai Tindakan-
tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan
ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan
menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan
mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan. Berdasarkan penjelasan
di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai
sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau didefinisikan
oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan
suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan

kebijakan itu.

2.5 Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan,
yaitu:

1) Teori George C. Edward IIl (dalam Subarsono, 2011: 90-92)
berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat
variabel, yaitu:

d Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi

implementasi.
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b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara
jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan
sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya

finansial.

¢ Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur  Birokrasi,  Struktur  organisasi  yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi
adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.
Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi
yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak
fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-
sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian
yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan
fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas
kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut
Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik
utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi,

adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
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a) SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang
sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-
sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam
bekerjanya organisasiorganisasi yang kompleks dan tersebar luas.

b) fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi,
seperti  komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan
pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang

mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2) Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.
Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar,
yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context
of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan
kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis
manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat,
apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci,
dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Wibawa (dalam Samodra Wibawa Dkk, 1994: 22-23) mengemukakan
model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.
Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah
implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh
derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut
mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

b. Derajat perubahan yang diinginkan.

c. Kedudukan pembuat kebijakan.

o

(Siapa) pelaksana program.

e. Sumber daya yang dihasilkan
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Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
b) Karakteristik lembaga dan penguasa.

c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang
komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut
dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang
mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi
sumber daya implementasi yang diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan

Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang
mempengaruhi  keberhasilan implementasi, yakni Kkarakteristik dari
masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-
undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel

lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan

Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi
kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya,
komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen

pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward Il (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses

komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

3

b)

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah
transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan,
ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah
untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan
diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana
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kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.
Seringkali instruksi- intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan
tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin
berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksaan harus konsisten dan
jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana
kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah
tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan

tugasnya dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori dari menurut George C. Edward Ill dalam

keberhasilan Implementasi ada 4 faktor yaitu Komunikasi, Sumberdaya,

Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu

peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan Disdukcapil secara lebih

mendalam.

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan
Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan

oleh adanya perubahan dalam diri seseorang yang menghendaki adanya suatu

tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang diinginkan
untuk kepentingan bersama. Menurut Edward dan Widodo (2016:98) ada 4

faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi

kebijakan publik, yaitu :

3)

b)

Communication (Komunikasi) merupakan proses penyampaian informasi
dan komunikator kepada komunikasikan.

Resources (Sumber Daya), implementasi kebijkan tidak akan terlaksana
sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang
menyangkut sumber daya manusia, maupun daya dan fasilitas.

Behavior (Perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan
akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan.

Implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan
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kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.
d) Struktur Organisasi, aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu

mekanisme dan struktur birokrasi.

2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019

Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud yaitu :

1) Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut
Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalampenerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan
publik dan pembangunan sektor lain.

2) Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut
Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen
kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan
dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas
teknologi, komunikasi dan informasi.

3) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai
satu kesatuan.

4) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan
atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan
berupakartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

5) Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas
kependudukan dan pencatatan sipil.

6) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit
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pelaksanateknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7) Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media
elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan atau
diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah sesuai tugas fungsi
penyelenggaraan administrasi kependudukan.

8) Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan naskah dinas secara
elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.

9) Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disebut Atandie
adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.

10) Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang
bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik
yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

11) Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda
tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi
atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan
sebagaialat verifikasi dan autentikasi.

12) Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait
dengan TTE.

13) Penyelenggara TTE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak
terpercaya yang memfasilitasi pembuatan TTE.

14) Data Pembuatan TTE adalah kode pribadi, kode biometrik, kode
kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan
manual menjadi TTE, termasuk kode lain yang dihasilkan dari
perkembangan teknologi informasi.

15) Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,



26

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik,
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
yangmemiliki makna yang dapat dipahami.

16) Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

17)Sistem  kearsipan administrasi  kependudukan yang selanjutnya

disebutSikminduk adalah sistem informasi arsip secara nasional yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal kependudukan dan pencatatan sipil
kementerian dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi

data administrasi kependudukan.

18) Kios pelayanan adminduk daring adalah unit pelayanan mandiri untuk

membantu masyarakat mengakses pelayanan adminduk daring.

19) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi atau sebutan lainnya

20)

21)

22)

yang selanjutnya disebut disdukcapil Provinsi adalah perangkat daerah
provinsi yang membidangi urusan administrasi kependudukan.

Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah
kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan
administrasi kependudukan.

Unit pelaksana teknis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota  yang selanjutnya  disebut UPT  Disdukcapil
Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan
ditingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan
di bawah disdukcapil Kabupaten/Kota.

Jabatan pimpinan tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya

adalah pegawai aparatur sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan
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24)

25)
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tinggi madya atau eselon | yang berfungsi memimpin dan memotivasi
setiap pegawai aparatur sipil Negara pada instansi pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama
adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan
tinggi pratama atau eselon Il yang berfungsi memimpin dan memotivasi
setiap pegawai aparatur sipil Negara pada instansi pemerintah.

Pejabat administrator adalah pegawai aparatur sipil Negara yang
menduduki jabatan struktural eselon Ill atau administrator bertanggung
jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Pengawas adalah pegawai aparatur sipil Negara yang menduduki
jabatan struktural eselon IV atau pengawas dan bertanggung jawab
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat

pelaksana. Pasal 2 penyelenggara adminduk daring meliputi:

a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional.

b. Kepala Disdukcapil Provinsi.

c. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota.

d. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Bab 3 pasal 3 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring

yaitu :

1)

2)

3)

Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan
Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),meliputi:

a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE

b. pelayanan kepada penduduk secara daring

c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik

d. pendokumentasian Dokumen Elektronik
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pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik
monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik

penyelenggara sertifikasi elektronik

> @ ~ o

pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan

I.  pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.

4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.

2.8 Pengertian Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Pelayanan
administrasi kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan
Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang
pengiriminan data/berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik
yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan
informasi.Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui  SIAK sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melalui SIAK,
Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.

Sistem pendukung layanan SIAK, meliputi :

a. Penerapan dokumen elektronik dan TTE.

b. Pelayanan kepada penduduk secara daring.

c. Alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektrik.

d. Pendokumentasian dokumen elektrik.

e. Pemerikaan keaslian dokumen elektrik.

f.  Monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektrik.

g. Penyelenggaraan sertifikasi elektrik.

h. Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan.

i.  Pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
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2.9 Konsep Pelayanan Administrasi Kependudukan

2.9.1 Pengertian Pelayanan
Menurut Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2014 :5),
pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi
dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin
secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Sementara dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara,
atau hasil pekerjaan melayani.Menurut Moenir (2015: 27) pelayanan
hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses.
Sebagai  proses, pelayanan berlangsung secara rutin  dan

berkesinambungan, meliputi seluruhorganisasi dalam masyarakat.

Menurut Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan bahwa pelayanan dapat
diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu,
menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu
pihak ke pihak lain.Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian
kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam
masyarakat.Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak
Sinambela, dkk (2011: 4) adalah setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

2.10 Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah kegiatan dalam penyusunan, penataan dan
penertiban data dan dokumen penduduk yang diperoleh melalui pencatatan
sipil, pendaftaran penduduk, pengelolan informasi kependudukan, dan
penggunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lainnya (UU RI Nomor 23 Tahun 2006).Penduduk adalah warga negara
Indonesia dan orang asing yang bertempat tingga di Indonesia (Undang-udang
No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Kependudukan
adalah hal yang berkaitan dengan jumlah,
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struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan,
kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahannya yang

menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pemdaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain (Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan).

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil merupakan sub sistem dari pilar administrasi
kependudukan yang perlu ditata dengan baik, cepat dan tepat agar dapat
memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintah dan pembangunan.
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan tanggung jawab dari
Kabupaten / Kota, yang mana pelaksanaan awalnya dimulai dari Kelurahan.
Pelayanan ini harus dilakukan denganbenar dan tepat, sehingga penduduk
mendapat pelayanan yang memuaskan dalam waktu yang cepat (Kristiyana,
2011).

2.11 Kerangka Pikir Penelitian
Menurut  Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah sintesa yang
mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti danmerupakan
tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis
penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.
Adapun kerangka berpikir untuk memudahkan mengetahui jalan penelitian
sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian
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3. Sistem
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Pelayanan ~ Administrasi

Teori George C. Edward Edward Il
(dalam  Subarsono,  2011:  90-92)
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birokrasi
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Efektivitas pelayanan administrasi
kependudukan

\ 4

kependudukan

Efesiensi pelaksanaan pelayanan administrasi

Secara Daring

Optimalisasi  Pelayanan ~ Administrasi Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Meningkat Untuk

Mengetahui Letak Permasalahan Pelayanan AdministrasiKependudukan

Sumber : diolah oleh peneliti pada bulan April 2021




I1l. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.
Menurut Bogdan dan Tylor dalam bukunya Moleong (2002: 3) yang
dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitianyang menggunakan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif
kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan
pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode
yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan
dengan kenyataan di lapangan.Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk
mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada
dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus
membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang
tidak relevan (Moleong:2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini
lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang
dihadapi dalam penelitian ini. Mengingat pentingnya fokus penelitian
tersebut, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah :

1.) Bagaimana upaya Disdukcapil Bandar Lampung dalam pelaksanaan
administrasi kependudukan secara daring dengan menggunakan metode
implementasi dengan menggunakan teori Edward Il ( dalam Subarsono
2011: 90-92 ) dilihat dari :a.Komunikasi, b.Sumberdaya, c.Disposisi,
d.Struktur Birokrasi
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2.) Mengidentifikasikan faktor-faktor lainnya baik dari internal maupun
eksternal yang ~mempengaruhi dalam pelaksanaan administrasi
kependudukan secara daring di Disdukcapil Bandar Lampung. Lokasi yang
peneliti pilih adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(DISDUKCAPIL ) Kota Bandar Lampung.

3.3 Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data
kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada
data kualitatif dalam melakukan analisis ini, antara lain sebagai berkut: Data
yang disajikan dalam bentuk kata-kata (tulisan), gambar (audio) atau video yang
memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan,

pemotretan, perekaman dan lain-lain.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber

data sekunder.

A. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara
penelitian dengan narasumber.Data yang diperoleh dari data primer ini
harus diolah lagi.Sumber data ini langsung memberikan data kepada
pengumpul data Moleong (2017:157-158).Data primer yang didapatkan
oleh peneliti bersumber dari lapangan penelitian baik dari metode
wawancara dan hasil observasi kepada informan. Wawancara dilakukan
kepada informan yang telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara
dengan tujuan mengetahui implementasi permendagri No 7
Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring Di Disdukcapil Bandar Lampung.

B. Data sekunder
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung

dari responden, tetapi dari pihak ketiga. Data sekunder adalah data yang
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didapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel dan
buku- buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu
diolah lagi. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa
data mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu dinas

kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandar Lampung.

3.5 Instrumen Penelitian

Pada perinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena
sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau
dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Namun
demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan
sebagai bentuk penelitian (Sugiyono,2017). Dalam penelitian kualitatif yang
menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.Oleh karena
itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti
kualitatif siap melakukan menelitian yang selanjutnya turun kelapangan.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan
membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif segala
sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti
masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum
jelas.Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek
penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang
diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat
sementara dan akan berkembang setelah peneliri memasuki obyek penelitian.
Selain itu dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa
realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisah -
pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian.
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No Informan Jabatan Indikator
1  Bapak Ahmad Zainuddin Kepala Dinas 1.Komunikasi

2. Sumberdaya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi
2 Ibu Siti Supiah Sekretaris 1.Komunikasi

2. Sumberdaya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi
3  Bapak Achmad Ruswenda Kepala Bidang Pelayanan 1.Komunikasi

Pendaftaran Penduduk 2. Sumberdaya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi
4 lbu Tri Mastuti Kepala Bidang Pemanfaatan ~ 1.Komunikasi

Data Inovasi Pelayanan 2. Sumberdaya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi
5  Bapak Andre Masyarakat 1.Komunikasi

2. Sumberdaya
6 Ibu Rania Masyarakat 1.Komunikasi

2. Sumberdaya
7 lbulcha Masyarakat 1.Komunikasi

2. Sumberdaya

Sumber : Peneliti, 2021

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan

maknadalam suatu topik Esterbag (2002). Dalam penelitian ini peneliti

melakukan wawancara kepada instansi-instansi pemerintah dan pihak- pihak

lain yang terkait dengan penelitian, untuk memperoleh informasi yang

mendalam dan jelas mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

pelayanan administrasi kependudukan melalui daring.
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2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik
pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakn
dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalanya
(realibilitas) dan validitasnya. dalam penelitian ini  mengamati
implementasi permendagri no 7 tahun 2019 tentang pelayanan
administrasikependudukan secara daring di disdukcapil Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupaan metode mencari data tentang hal atau
variabel yang berupa catatan, transkip, buku,surat kabar, majalah, notulen
rapat, legger, agenda dan lain sebagainya (Suharsimi, 2006: 158).
Penggunaan metode dokumentasi ini ditujukan untuk melengkapi dan
memperkuat data dari hasil wawancara, sehingga diharapkan dapat
diperoleh data yang lengkap, menyeluruh dan memuaskan. Metode ini
digunakan untuk memperoleh data jumlah pengunjung wisata, data
pendapatan, data tentang program pengembangan pariwisata dan data- data
lain yang terkait.

4. Sampel

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel menggunakan uji
statistik Mann- Whitney. Uji Mann- Whitney ini digunakan sebagai
alternative lain dari uji teknik parametik bila anggapan yang diperlukan
bagi uji teknik tidak dijumpai. Teknik ini dipakai untuk menguji signifikan
perbedaan antara dua populasi, dengan menggunakan sampel random yang
ditarik dari populasi yang sama. Uji ini dikembangkan oleh

H.B Mann Whitney dalam tahun 1974. Test uji ini berfungsi sebagai
alternatif penggunaan uji teknik bilamana persyaratan — persyaratan

parametiknya tidak terpenuhi, dan bila datanya berskala ordinal.
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3.7 Metode Analisis Data

Moleong (2006:274) analisa data merupakan kegiatan mengelompokkan,
membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga
mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa
kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul,
mempelajari data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam suatu satu
satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa
keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan
kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Dalam
proses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan
menentukan hasil akhir, yaitu:

1. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang
merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi
data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

2. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi
dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat
dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan
sistematis.

3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar
cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu
perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran
data.

3.8 Validitas data
Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan
demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek

penelitian. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut
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Sugiyono ( dalam fajrianti 2014) adalah:

1 Creadibility yaitu berfungsi untuk melaksanakan inkuri sehingga tingkat
kepercayaan penemuan dapat dicapai, dapat menunjukan derajat
kepercayaan hasil-hasil dari penemuan dengan cara melakukan pembuktian
terhadapat kenyataan yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan peneliti
agarhasil dari penelitiannya dapat dipercaya adalah dengan cara triangulasi.
Triangulasi sendiri artinya yaitu sebagai pengecekan data dari
berbagaisumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

a. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang
diperoleh melalui beberapa sumber. dalam hal ini peneliti melakukan
wawancara dengan beberapa narasumber yang berkedudukan atau
memiliki posisi yang berbeda sehingga informasi yang didapat dapat
di bandingkan.

b. Triangulasi Teknik
Triangulasi Teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalkan data
yang diperolah dengan wawancara lalui di cek dengan observasi,

dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu yaitu data dikumpulkan dengan wawancara atau

observasi atau teknik dalam waktu dan situasi yang berbeda

2 Tranferability, yaitu pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan nuraian rinci yaitu dengan melaporkan hasil
penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konstes
dimana lokasi penelitian dilakukan.

3 Dependabilitif, yaitu dalam penelitian kualitatif hal ini dilakukan dengan
melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian
akan dinyatakan tidak dependable apabila data penelitian ada namun
prosespenelitian tidak ada atau tidak dilakukan.
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4. Confirmability, yaitu hal ini disebut Objektivitas penelitian. Penelitian
dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak
orang. Uji confirmability sama dengan uji dependability, sehingga
pengujiannya dapat dilakukan secara  bersamaan.  Pengujian
confirmability dilakukan selama penelitiaan yang dikaitkan dengan
proses yang dilakukan selamapenelitian berlangsung agar setiap hasil

penelitian merupakankeluaran dari sebuah proses.



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pelayanan publik merupakan salah satu kewajiban yang harus
dilaksanakan pemerintah. Salah satu aspek pelayanan publik adalah
pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Permendagri No 7
Tahun 2019 di Disdukcapil Bandar Lampung, peneliti berpandangan
bahwa pelaksanaan Adminduk secara daring yang dilakukan oleh
Disdukcapil Bandar Lampung belum seluruhnya berjalan secara optimal,
dikarenakan masih adanya beberapa kendala dan hambatan baik dari

sistem pelayanannya dan juga dari sumberdayanya.

2. Pelaksanaan permendagri Nomor 7 Tahun 2019 ini di Disdukcapil Bandar
Lampung dijalankan setelah ditetapkan dengan Dirjen pusat Disdukcapil.
Dan peraturan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan
pelayanan administrasi kependudukan secara online dan mengurangi
masyarakat melakukan pelayanan secara manual,dikarenakan mengurangi

rantai penyebaran virus Covid — 19.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti bahwa Implementasi
Permendagri No 7 Tahun 2019 atas pelaksanaan pelayanan adminduk secara
daring yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandar lampung belum berjalan
secara optimal. Saran peneliti adalah:

1. perlu adanya perbaikan sistem pelaksanaan pelayanan adminduk
khususnya secara daring dan juga manual , dikarenakan selama ini
tanggapan masyarakat mengenai pelayanan adminduk di Disdukcapil
masih kurang baik, walaupun sarana dan prasarana yang memadai.
Masyarakat Bandar Lampung masih banyak yang tertunda dan
mengalami hambatan dalam pengambilan dokumen pelayanan
administrasi kependudukan, dan sistem Web sering terjadi gangguan
sinyal dan mengalami hambatan , oleh karenanya masyarakat juga
yang memerlukan dokumen ketika dalam keadaan penting dan

mendesak jadi terhambat.

2. Perintah dan sanksi tegas dari pimpinan terhadap anggota yang
melakukan mall administrasi dikarenakanagar memberi efek jera
terhadap para anggota dalam menjalankan kewenangan sesuai
tupoksinya dan perlu adanya kerjasama yang lebih baik lagi dari
pimpinan dan anggota sehingga permasalahan — permasalahan yang ada
di Disdukcapil Bandar Lampung dapat terselesaikan dengan baik.

3. Disdukcapil Kota Bandar Lampung sebaiknya melakukan sosialisasi
secara langsung kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi
kepada masyarakat ditiap kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar
Lampung agar masyarakat mengetahui langsung tentang adanya

pelayanan administrasi kependudukan secara online.
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